KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/302/11.13/ HK / 2009

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PARKIR DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD) PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang . a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan
ketertiban parkir kendaraan pegawai dan tamu di lingkungan

Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi

Lampung, dipandang perlu mendayagunakan petugas parkir;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas,

agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, lancar,

berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu menunjuk

petugas parkir tersebut dan menetapkannya dengan

Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat | Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Polisi
Pamong Praja;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerabh;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten / Kota,;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan

Pengelolaan Keuangan Daerabh;
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8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Provinsi Lampung;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menunjuk petugas Parkir di lingkungan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung dan Sekretariat Daerah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung dengan nama-nama

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Kepada petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
diberikan Honorarium sebesar Rp.505.000,-/ bulan.

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
mempunyai tugas menertibkan, mengatur dan mengamankan
kendaraan pegawai dan atau tamu di lingkungan Kantor
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung] awab
kepada Gubernur Lampung melalui Kepala Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi Lampung.

Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Lampung Tahun 2009 kegiatan Penyedia Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Kode Rekening
5.2.1.02.03.

Hal-hal lain yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan
berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



KETUJUH :  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai
dengan tanggal 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 31 Maret 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto
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TEMBUSAN :

. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;

Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;

. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung di Telukbetung;
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. Masing-masing petugas yang bersangkutan.



